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ABSTRACT 
Sleman Regency was the highest population growth rate in Special Region of Yogyakarta in 
2000-2010. It means that there was an increasing number of population and its facilities 
need, especially for housing. Government developed flats to provide proper and affordable 
housings for low-income communities since 2005. The purpose of this research is to 
identify the use of flats and analyze its need. This research is a quantitative research using 
primary and secondary data. Primary data is collected obtained throught survey of 265 
respondents by simple random sampling method. Then, secondary data is collected 
obtained throught literature review. Based on the research results, the use of flats complies 
with regulations, even thought some of housing are not occupied by low-income 
communities. Beside that, development of flats is needed, primarily for the urban renewal, 
provide ideal housings, and supply housings for poor families.    
Keywords : flats, flats need, low-income community  
ABSTRACT 
Kabupaten Sleman memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta  pada tahun 2000-2010. Hal ini berarti terdapat peningkatan jumlah penduduk 
yang tinggi dan kebutuhan fasilitas, terutama perumahan. Upaya Pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
dengan menyelenggarakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sejak tahun 2005. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan  dan analisis kebutuhan 
pengembangan rusunawa di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer 
diperoleh dari hasil survei yang dilakukan kepada 265 responden dengan teknik 
pengambilan data simple random sampling. Sementara data sekunder diperoleh dari hasil 
studi literatur dari dokumen  instansi. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan  rusunawa 
di Kabupaten Sleman telah sesuai meskipun ditemukan sejumlah kecil hunian yang tidak 
dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu pengembangan rusunawa 
dibutuhkan, utamanya untuk peremajaan lingkungan perkotaan, pemenuhan kebutuhan 
rumah ideal, dan penyediaan rumah bagi keluarga miskin.  
Kata Kunci : rumah susun sederhana sewa, kebutuhan rusunawa, masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) 
PENDAHULUAN 
Kabupaten Sleman merupakan 
kawasan perkotaan yang memiliki laju 
pertumbuhan penduduk tertinggi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut 
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa 
Yogyakarta (2013) laju pertumbuhan 
penduduk di Kabupaten Sleman pada 
tahun 2000-2010 sebesar 1,96 persen per 
tahun. Hal ini berarti bahwa terdapat 
peningkatan jumlah penduduk yang tinggi 
di Kabupaten Sleman. Implikasi 
peningkatan jumlah penduduk terutama 
pada peningkatan kebutuhan fasilitas, 
salah satunya perumahan. 
Rumah merupakan bangunan 
yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan 
sarana pembinaan keluarga (Badan 
Standarisasi Nasional, 2004). Menurut 
Subhan (2008) rumah memiliki fungsi 
psikologis sebagai tempat berlindung. 
Selain itu, rumah dipandang sebagai 
tempat berinteraksi dengan lingkungan 
disekitarnya. Oleh karena itu, rumah 
menjadi kebutuhan  dasar yang harus 
terpenuhi. 
Susanto dan Sugiyanto (2012) 
mengatakan bahwa peningkatan jumlah 
penduduk menjadi permasalahan bagi 
sebagian daerah. Jumlah penduduk yang 
meningkat menyebabkan peningkatan 
kebutuhan rumah. Akan tetapi, 
ketersediaan lahan yang ada umumnya 
semakin terbatas. Keterbatasan  lahan 
selanjutnya berdampak pada tingginya 
harga tanah sehingga sulit dijangkau oleh 
sebagian masyarakat. Pemenuhan 
kebutuhan rumah menjadi permasalahan 
bagi sebagian masyarakat, terutama 
masyarakat berpenghasilan rendah. 
Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 Tentang Hak 
Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap 
orang berhak hidup sejahtera  lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan  sehat serta memperoleh  pelayanan.  
Pernyataan ini berarti bahwa bertempat 
tinggal merupakan hak yang harus 
terpenuhi untuk setiap orang.  Menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2011 
Tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman menjelaskan bahwa 
pemerintah turut menjamin hunian yang 
layak dan terjangkau bagi masyarakat. 
Oleh karena itu, pemerintah 
mengembangkan rumah susun dalam 
bentuk rumah sederhana dan sewa 
sebagai upaya memenuhi kebutuhan 
rumah layak dan terjangkau bagi 
masyarakat. 
Pembangunan rumah susun 
sederhana sewa di Kabupaten Sleman 
telah dilakukan oleh pemerintah sejak  
tahun 2005. Tujuan pembangunan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
berpenghasilan rendah yang belum 
memiliki tempat tinggal tetap (Peraturan 
Bupati Sleman No 43 Tahun 2013 
Tentang Pemanfaatan Rumah Susun 
Sederhana Sewa). Hingga saat ini, 
Kabupaten Sleman memiliki sebelas twin 
blok rusunawa di Kecamatan Depok dan 
Kecamatan Mlati. Rusunawa telah dihuni 
sejumlah 849 kepala keluarga (UPT 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Sleman, 2011).  
Menurut Kepala Seksi Bidang 
Permukiman Formal Dinas Permukiman 
dan Perumahan dalam Rachmawati 
(2015) bahwa pemanfaatan rumah susun 
di Kabupaten Sleman secara administrasi 
telah sesuai dengan aturan yang 
ditetapkan. Akan tetapi, penyimpangan-
peyimpangan terjadi oleh penghuni 
selama menghuni di rusunawa. Misalnya 
pengalihan pemanfaatan rumah susun 
tanpa diketahui oleh pengelola. Kepala 
Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda 
Kabupaten Sleman (Rachmawati, 2015) 
menjelaskan bahwa terdapat sebagian 
pemanfaatan rusunawa yang belum 
sesuai. Hal ini dikarenakan rusunawa 
telah menjadi aset bagi sebagian 
penghuni. Sejumlah penghuni yang sudah 
mengalami perbaikan ekonomi masih 
tinggal di rusunawa.  
Berdasarkan kondisi tersebut, 
rusunawa menjadi alternatif dalam 
penyediaan rumah layak dan terjangkau 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
Akan tetapi, penyimpangan-peyimpangan 
dapat terjadi oleh penghuni selama 
menghuni di rusunawa. Oleh karena itu,  
dibutuhkan penilaian terhadap 
pemanfaatan dan kebutuhan rumah susun. 
Hal ini perlu dilakukan urgensinya dalam 
mengoptimalkan pengembangan rumah 
susun. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi pemanfaatan  dan 
analisis kebutuhan rusunawa di 
Kabupaten Sleman. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian Rumah, Perumahan, dan 
Permukiman 
  Rumah merupakan tempat 
berlindung dari pengaruh lingkungan, 
seperti iklim, musuh, penyakit, dan 
sebagainya. Di sisi lain, rumah dipandang 
sebagai simbol status sosial  dan tempat 
berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. 
Rumah dalam pandangan ekonomi 
menjadi tempat aktivitas ekonomi dan 
investasi jangka panjang bagi pemiliknya 
(Subhan, 2008). Menurut Badan 
Standarisasi Nasional (2004) rumah 
merupakan tempat tinggal dan sarana 
pembinaan keluarga. 
  Perumahan dalam Undang-
Undang No 1 Tahun 2011 Tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman  
adalah  bagian dari permukiman yang 
terdiri atas kumpulan rumah beserta 
prasarana, sarana, dan utilitas umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah 
yang layak huni di perkotaan maupun 
perdesaan.  Sementara permukiman 
adalah bagian dari lingkungan hidup di 
luar kawasan lindung dengan fungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian untuk mendukung 
perikehidupan dan penghidupan di 
kawasan perkotaan maupun perdesaan. 
Berdasarkan pengertian tersebut, 
permukiman dapat diartikan sebagai 
bagian dari lingkungan hunian yang 
terdiri atas lebih dari satu perumahan 
beserta prasarana, sarana, utilitas umum, 
dan penunjang.  
Rumah Susun 
  Rumah susun menurut Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 
Rumah Susun merupakan bangunan 
bertingkat yang dibangun dalam suatu 
lingkungan. Rumah susun terbagi 
menjadi beberapa bagian yang memiliki 
struktur fungsional ke arah vertikal 
maupun horizontal. Satuan-satuan fungsi 
rumah susun digunakan secara terpisah, 
terutama tempat hunian. Satuan-satuan 
yang dapat dimiliki masing-masingnya 
dan digunakan secara terpisah. Selain itu, 
rumah susun dilengkapi dengan bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah 
bersama.  
  Yudohusodo, et al. (1991) 
mengartikan rumah susun sebagai 
alternatif perumahan, terutama kota yang 
sudah padat penduduk. Rumah susun di 
wilayah perkotaan dapat mengatasi 
keterbatasan lahan. Selain itu, 
pemanfaatan rumah susun yang dibangun 
secara vertikal membuat kota lebih 
efisien. Pembangunan rumah susun dapat 
menciptakan ruang-ruang terbuka yang 
lebih luas dan mengatasi kawasan kumuh 
yang padat penduduk.  
  Menurut Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun 
bahwa rumah susun dibedakan menjadi 
empat kategori, sebagai berikut. 
1. Rumah susun umum 
diselenggarakan untuk memenuhi 
kebutuhan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah, antara lain 
rumah susun sederhana sewa 
(rusunawa) dan rumah susun 
sederhana milik (rusunami). 
2. Rumah susun khusus 
diselenggarakan untuk memenuhi 
kebutuhan khusus. 
3. Rumah susun negara berfungsi 
sebagai tempat tinggal atau 
hunian, sarana pembinaan 
keluarga, serta penunjang 
pelaksanaan tugas pejabat atau 
pegawai negeri. 
4. Rumah susun komersial 
diselenggarakan untuk 
mendapatkan keuntungan. 
 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah  
  Menurut Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, 
penyelenggaraan rumah susun bertujuan 
untuk menyediakan rumah layak dan 
terjangkau untuk memenuhi kebutuhan 
sosial dan ekonomi penghuni dan 
masyarakat, terutama masyarakat 
berpenghasilan rendah. Masyarakat 
berpenghasilan rendah yaitu masyarakat 
yang memiliki daya beli yang terbatas. 
Oleh karena itu, dukungan pemerintah 
dibutuhkan masyarakat berpenghasilan 
rendah untuk memperoleh rumah layak 
dan terjangkau. 
  Peraturan Menteri Negara 
Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2007 
Tentang Pengadaan Perumahan dan 
Permukiman dengan Dukungan Fasilitas 
Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun 
Bersubsidi menerangkan bahwa terdapat 
tiga kelompok sasaran masyarakat 
menengah bawah dan masyarakat 
bepenghasilan rendah (Tabel 1). 
Kelompok sasaran I memiliki penghasilan 
per bulan antara Rp3.500.000 hingga 
Rp4.500.000. Kelompok sasaran II 
memiliki penghasilan per bulan antara 
Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000. 
Kelompok sasaran III memiliki 
penghasilan per bulan antara Rp1.200.000 
hingga Rp2.500.000. 
Tabel 1. Batas Penghasilan Masyarakat 
Berpenghasilan Menengah Bawah  
dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
Sumber: Peraturan Menteri Negara Perumahan 
Rakyat Nomor 7 Tahun 2007 
Kriteria berpenghasilan rendah 
dijelaskan pada Peraturan Bupati Sleman 
Nomor 43 Tahun 2013 Tentang 
Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana 
Sewa. Masyarakat berpenghasilan rendah 
Sasaran 
 
Batasan Penghasilan 
(Juta/Bulan) 
I 3,5 juta< Penghasilan ≤ 4,5 juta 
II 2,5 juta < Penghasilan ≤ 3,5 juta 
III 1,2 juta < Penghasilan ≤ 2,5 juta 
merupakan masyarakat yang memiliki 
penghasilan per bulan paling banyak tiga 
kali upah minimum regional Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan belum 
memiliki rumah. Berdasarkan Keputusan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 252/KEP/2014 Tentang Upah 
Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 di 
Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan 
bahwa upah minimum di Kabupaten 
Sleman pada tahun 2015 sebesar 
Rp1.200.000. Dengan demikian, 
masyarakat berpenghasilan rendah di 
Kabupaten Sleman berpenghasilan tidak 
lebih dari Rp3.600.000.   
Pemanfaatan Rumah Susun 
  Pemanfaatan rumah susun pada 
Peraturan Bupati Sleman No 43 Tahun 
2013 Tentang Pemanfaatan Rumah Susun 
Sederhana Sewa merupakan 
pendayagunaan barang milik daerah yang 
berupa rumah susun untuk dipergunakan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
dinas. Status kepemilikan rumah susun 
yang telah ditentukan oleh Pelaksana 
Teknis (UPT) Rusunawa tidak 
diperbolehkan untuk dirubah. Tujuannya 
untuk memfungsikan rumah susun sesuai 
dengan aturan yang telah berlaku.  
  Menurut Peraturan Bupati Sleman 
No 43 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan 
Rumah Susun Sederhana Sewa, 
pemanfaatan rumah susun dilakukan 
sesuai dengan fungsinya sebagai hunian 
dan bukan hunian. Fasilitas hunian 
diperutukan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah.  Pemanfaatannya 
dapat dilakukan apabila telah memiliki 
izin dari pihak yang berwewenang. 
Perizinan pemanfaatan fasilitas berlaku 
hingga satu tahun dan dapat diperbarui 
hingga enam kali masa berlaku izin.  
  Dasar pemberian izin pemanfaatan 
hunian rumah susun antara lain 
kelengkapan persyaratan administrasi, 
kesesuaian kriteria masyarakat 
berpenghasilan rendah, dan ketersediaan 
fasilitas rusunawa. Persyaratan 
administrasi pemanfaatan tertulis pada 
Peraturan Bupati Sleman No 43 Tahun 
2013 Tentang Pemanfaatan Rumah Susun 
Sederhana Sewa. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yang menggunakan 
data primer dan data sekunder. Lokasi 
penelitian dilakukan di Rusunawa Dabag, 
Gemawang, Mranggen, dan Jongke 
(Gambar 2).  Pengumpulan data primer 
untuk menjawab tujuan pertama diperoleh 
dari hasil survei kepada 265 responden 
dengan teknik pengambilan data simple 
random sampling. Sementara data 
sekunder untuk menjawab tujuan kedua 
diperoleh dari hasil studi literatur dari 
dokumen-dokumen  instansi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu 
analisis deskriptif kuantitatif.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Peta Lokasi Rusunawa Kabupaten 
Sleman 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pemanfaatan Rumah Susun di 
Kabupaten Sleman 
Karakteristik Responden 
Responden merupakan penghuni 
rumah susun di Rusunawa Gemawang, 
Rusunawa Mranggen, Rusunawa Jongke, 
dan Rusunawa Dabag. Penghuni 
rusunawa yang menjadi responden 
sejumlah 265 jiwa dengan rentang usia 
21-68 tahun. Status responden dalam 
keluarga yaitu kepala rumah tangga dan 
isteri. Proporsi responden berdasarkan 
status dalam keluarga antara lain 43,40% 
berstatus sebagai kepala keluarga (115 
responden) dan 56,60%  berstatus isteri 
(150 responden). Sementara proporsi 
responden berdasarkan jenis kelaminnya 
antara lain 35,85% laki-laki (95 
responden)  dan 64,15% perempuan (170 
responden). 
Berdasarkan tingkat 
pendidikannya, sejumlah 0,38% dari 265 
responden tidak bersekolah sekolah dan 
1,89% lulusan sekolah dasar (SD). Selain 
itu, sejumlah 6,79% merupakan lulusan 
SLTP dan 45,28% lulusan SLTA. 
Sejumlah 45,66% responden merupakan 
sarjana, antara lain 15,85% lulusan 
diploma, 0,38% lulusan sarjana muda, 
27,55% lulusan strata 1, dan 1,89% 
lulusan starata 2. Tingkat pendidikan 
yang mendominasi yaitu lulusan SLTA. 
Sementara menurut jenis 
pekerjaannya, responden terdiri dari ibu 
rumah tangga, swasta, wiraswasta, 
pegawai negeri sipil, dan lainnya. 
Sejumlah 36,98% merupakan ibu rumah 
tangga, 27,55% bekerja sebagai pegawai 
swasta, 26,79% wiraswasta, dan 1,89% 
pegawai negeri sipil. Selain itu, sejumlah 
6,79% bekerja sebagai pensiunan, buruh, 
guru honorer, serabutan, penyedia jasa, 
pengurus PNPM Mandiri, supir, dan 
pekerja diskotik. Pekerjaan yang 
mendominasi yaitu ibu rumah tangga. 
Kesesuaian Pemanfaatan Rumah Susun 
Pemanfaatan rumah susun 
merupakan suatu upaya pendayagunaan 
rumah susun untuk dapat dipergunakan 
sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, 
pemanfaatannya diatur dalam undang-
undang maupun peraturan pemerintah. 
Pemanfaatam rumah susun di Kabupaten 
Sleman diatur dalam  Peraturan Bupati 
Sleman No 43 Tahun 2013 Tentang 
Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana 
Sewa. Pemanfaatan hunian diperuntukan 
bagi masyarakat yang telah menikah, 
keluarga kecil, berpenghasilan rendah, 
dan diutamakan penduduk dari 
Kabupaten Sleman. 
Peruntukan hunian rusunawa 
berdasarkan status perkawinan penghuni 
telah sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan.  Hunian rusunawa 
dimanfaatkan bagi masyarakat yang telah 
berkeluarga dengan status perkawinan 
menikah, cerai hidup, maupun cerai 
meninggal. Status perkawinan 92,08% 
responden menikah, sedangkan 7,29% 
responden telah bercerai (Tabel 2). 
Sejumlah 5,66% berstatus cerai hidup dan 
2,26% berstatus cerai meninggal. 
Berdasarkan jumlah penghuni, 
sebagian hunian rusunawa dimanfaatkan 
oleh keluarga kecil, yaitu satu hingga 
enam orang. Status penghuni dalam 
keluarga antara lain  kepala keluarga, 
isteri, dan anak-anak. Kondisi ini 
menunjukan pemanfaatan hunian 
berdasarkan jumlah penghuni telah sesuai 
dengan aturan yang ditetapkan, yaitu satu 
hunian untuk satu keluarga. 
Lama tinggal rata-rata sebagian 
penghuni rusunawa di Kabupaten Sleman 
yaitu 2,4 tahun. Sebagian penghuni 
menempati rusunawa sejak tahun 2015, 
tetapi sebagian lainnya telah tinggal satu 
hingga enam tahun (Tabel 2). Hal ini 
berarti bahwa pemanfaatan rusunawa 
berdasarkan lama tinggal telah sesuai 
dengan peraturan pemanfaatan rusunawa, 
yaitu paling lama tinggal selama enam 
tahun. 
Tabel 2. Lama Tinggal 
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2015) 
Kriteria penghuni yang dapat 
memanfaatkan hunian rusunawa 
berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No 
43 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan 
Rumah Susun Sederhana Sewa yaitu 
masyarakat berpenghasilan rendah yang 
memilki penghasilan tidak lebih dari tiga 
kali upah minimum regional. Menurut 
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 252/KEP/20014 
Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 
Tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta 
menjelaskan bahwa upah minimum 
Kabupaten Sleman sebesar satu juta dua 
ratus ribu rupiah. Dengan demikian, 
penghasilan maksimal penghuni 
rusunawa sebesar tiga juta enam ratus 
ribu rupiah.  
Sejumlah 86,04% responden 
memiliki penghasilan kurang tiga juta 
enam ratus ribu rupiah dan 3,40% 
responden memiliki penghasilan sebesar 
tiga juta enam ratus ribu rupiah. 
Sementara sejumlah 10,57% memiliki 
penghasilan lebih dari tiga juta enam 
ratus ribu rupiah (Tabel 3). Kondisi ini 
menunjukan pemanfaatan hunian rumah 
susun umumnya telah sesuai. Meskipun 
ditemukan bahwa sebagian kecil 
penghuni bukan masyarakat 
berpenghasilan rendah.  
Tabel 3. Penghasilan Keluarga 
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2015) 
Tujuan pengembangan rusunawa 
di Kabupaten Sleman untuk memenuhi 
kebutuhan perumahan penduduk Sleman. 
Berdasarkan daerah asal penghuni rumah 
susun pada tabel 5, sejumlah 87,92% dari 
265 responden berasal dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan rician 
75,85% dari Kabupaten Sleman,  8,30% 
dari  Kota Yogyakarta, 1,89% dari 
Kabupaten Bantul, 1,13% dari Kabupaten 
Gunung Kidul, dan 0,75% dari 
Kabupaten Kulonprogo (Tabel 4). 
Rusunawa umumnya dimanfaatkan yang 
berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, 
terutama Kabupaten Sleman.  
Tahun 
Jumlah 
Responden Persentase 
<1 Tahun 25 9,43% 
1 Tahun 67 25,28% 
2 Tahun 51 19,25% 
3 Tahun 54 20,38% 
4 Tahun 29 10,94% 
5 Tahun 33 12,45% 
6 Tahun 6 2,26% 
Total  265 100% 
Penghasilan Keluarga 
Penghasilan 
(Rp) 
Jumlah 
Responden Persentase 
<3.600000 228 86,04% 
3.600.000 9 3,40% 
>3.600.000 28 10,57% 
Total  265 100% 
Tabel 4. Asal Provinsi 
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2015) 
Di sisi lain, hasil identifikasi 
menunjukan bahwa sejumlah penghuni 
bukan berasal dari Kabupaten Sleman, 
antara lain Semarang, Solo, Klaten, 
Purworejo, Medan, Timika, Bandung, 
Surabaya, Jakarta, Riau, Palembang, dan 
lainnya. Penghuni tersebut merupakan 
penduduk yang merantau di Kabupaten 
Sleman dan menggunakan kartu identitas 
penduduk musiman (KIPEM) untuk 
mendaftar di rumah susun.  
Kebutuhan Pengembangan Rumah 
Susun 
Kebutuhan Rumah Susun Berdasarkan 
Kepadatan Penduduk 
Kabupaten Sleman pada tahun 
2014 memilki jumlah penduduk sebesar 
1.163.970 jiwa. Sementara luas wilayah 
di daerah ini yaitu 574,82 hektar (BPS 
Kabupaten Sleman, 2015). Dengan 
demikian, kepadatan penduduk di 
Kabupaten Sleman sebesar 2.025 jiwa per 
hektar. 
Kecamatan di Kabupaten Sleman 
yang memiliki kepadatan penduduk 
tertinggi adalah Kecamatan Depok. 
Sebaliknya, kepadatan penduduk terendah 
terdapat di Kecamatan Cangkringan. 
Kepadatan Penduduk di Kecamatan 
Depok sebesar 5.244 jiwa per hektar, 
sedangkan Kecamatan Cangkringan yaitu 
612 jiwa per hektar.  
Menurut Badan Standarisasi 
Nasional (2004) kepadatan penduduk 
menjadi pertimbangan dalam penyediaan 
hunian bertingkat atau rumah susun. 
Daerah dengan kepadatan penduduk 
kurang dari 150 jiwa per hektar 
membutuhkan rumah susun pada kawasan 
tertentu, sedangkan daerah dengan 
kepadatan penduduk antara 150-200 jiwa 
per hektar membutuhkan rumah susun 
pada pusat-pusat kegiatan kota dan 
kawasan tertentu. Sementara itu daerah 
dengan kepadatan penduduk antara 200-
400 jiwa per hektar membutuhkan rumah 
susun untuk peremajaan lingkungan 
permukiman. Selain itu,  daerah dengan 
kepadatan penduduk lebih dari 400 jiwa 
per hektar membutuhkan rumah susun 
untuk peremajaan lingkungan 
permukiman perkotaan (Badan 
Standarisasi Nasional, 2004). 
Berdasarkan kondisi tersebut, 
seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman 
termasuk dalam kelompok kepadatan 
penduduk lebih dari 400 jiwa per hektar. 
Hal ini berarti bahwa kepadatan 
penduduknya sangat padat. Dengan 
demikian, pengembangan rumah susun 
dibutuhkan di Kabupaten Sleman untuk 
peremajaan lingkungan perkotaan. 
Analisis Kebutuhan Rumah Ideal di 
Kabupaten Sleman 
Kebutuhan rumah menurut Sastra 
dan Marlina (2006) merupakan  
akumulasi jumlah kekurangan rumah dan 
kebutuhan rumah tambahan. Kekurangan 
rumah (backlog) merupakan fenomena 
pemanfaatan satu rumah untuk beberapa 
kepala keluarga. Sementara kebutuhan 
Asal Provinsi 
Nama Provinsi 
Jumlah 
Responden % 
DI Yogyakarta 233 87,92% 
Lainnya 32 12,08% 
Total  265 100% 
rumah tambahan yaitu jumlah rumah 
yang dibutuhkan untuk mengakomodasi 
pertambahan penduduk secara alami, 
mengganti kerusakan atau merenovasi 
rumah yang telah ada, atau penambahan 
rumah untuk pendatang baru. 
 Lebih lanjut Sastra dan Marlina 
(2006) menjelaskan bahwa idealnya satu 
rumah yang layak huni dimanfaatkan oleh 
satu keluarga. Analisis kebutuhan rumah 
ideal pada penelitian ini berdasarkan 
pertimbangan kebutuhan rumah dengan 
ketentuan satu rumah yang layak dan 
dihuni oleh satu keluarga. Selain itu, 
kebutuhan rumah tambahan dalam 
penelitian ini yaitu kebutuhan 
penambahan rumah untuk menggantikan 
rumah tidak layak huni.  
Menurut BPS Kabupaten Sleman 
(2015) jumlah rumah tangga di 
Kabupaten Sleman pada tahun 2014 yaitu 
369.534 KK. Akan tetapi, ketersediaan 
rumah di Kabupaten Sleman sejumlah 
328.185 unit (Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Kabupaten Sleman, 2015). 
Kondisi ini menunjukan bahwa 
kebutuhan rumah melebihi 
ketersediaannya dan terdapat beberapa 
keluarga yang menempati satu rumah. 
Kekurangan rumah di Kabupaten Sleman 
pada tahun 2014 sebesar 41.349 unit.  
Selain itu, berdasarkan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Kabupaten Sleman (2015) menyebutkan 
bahwa terdapat 7.052  unit rumah tidak 
layak huni (RTLH) di Kabupaten Sleman. 
Oleh karena itu, dibutuhkan sejumlah 
rumah tambahan untuk mengganti 
kerusakan atau merenovasi rumah 
tersebut. Kebutuhan rumah tambahan di 
Kabupaten Sleman sebesar 7.052 unit. 
Berdasarkan kondisi tersebut, 
Kabupaten Sleman belum memenuhi 
kebutuhan rumah ideal bagi masyarakat. 
Sejumlah  41.349 unit rumah dihuni lebih 
dari satu kepala keluarga. Selain itu, 
sebesar 7.052 unit dalam kondisi tidak 
layak huni.  
Analisis Kebutuhan Rumah Secara 
Khusus di Kabupaten Sleman 
Rumah susun merupakan 
alternatif penyediaan rumah murah bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah, 
utamanya keluarga miskin. Oleh karena 
itu, penghitungan rumah susun secara 
khusus dilakukan berdasarkan 
pertimbangan jumlah rumah tangga 
miskin. Menurut Tim Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah (2014) dalam BPS 
Kabupaten Sleman (2015)  terdapat 
43.798 keluarga miskin di Kabupaten 
Sleman. Persentase jumlah keluarga 
miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 
2014 sebesar 12 persen dari 369.534 
rumah tangga. 
Berdasarkan Tim Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah (2014) dalam BPS 
Kabupaten Sleman (2015) terdapat 
43.798 keluarga miskin di Kabupaten 
Sleman. Sementara ketersediaan hunian 
pada rumah susun sederhana sewa yang 
diperuntukan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah sejumlah 1.041 
unit (UPT Dinas Pekerjaan Umum dan 
Permukiman kabupaten Sleman, 2011). 
Hal ini berarti bahwa ketersediaan rumah 
susun belum memenuhi kebutuhan rumah 
bagi keluarga miskin. Daya dukung 
rusunawa saat ini hanya dapat 
menampung 2,38 persen keluarga miskin 
di Kabupaten Sleman. Oleh karen itu, 
dibutuhkan pengembangan rumah susun 
untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi 
keluarga miskin.  
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Kabupaten Sleman 
(2015) menjelaskan terdapat sejumlah 
28.859 keluarga miskin yang tinggal pada 
rumah tidak layak huni. Sementara itu 
ketersediaan hunian yang terdapat di 
rumah susun hanya dapat memenuhi 3,61 
persen kebutuhan. Dengan demikian, 
pengembangan rumah susun dibutuhkan 
untuk menyediakan rumah bagi 
masyarakat miskin.  
 
KESIMPULAN 
1. Pemanfaatan  rusunawa di 
Kabupaten Sleman telah sesuai 
meskipun ditemukan sejumlah 
kecil hunian yang tidak dihuni 
oleh masyarakat berpenghasilan 
rendah. 
2. Pengembangan rusunawa di 
Kabupaten Sleman merupakan 
kebutuhan, utamanya untuk 
peremajaan lingkungan perkotaan, 
pemenuhan kebutuhan rumah 
ideal, dan penyediaan rumah bagi 
keluarga miskin. 
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